
 

 

 

RANCANGAN 
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR … TAHUN … 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL                   
NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN 

BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan 
Badan Pangan Nasional Tahun 2023 Nomor 
24a/LHP/XVII/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, Badan 
Pangan Nasional perlu meningkatkan penyelenggaraan 

bantuan pemerintah yang tertib, efisien, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan melengkapi 
pengaturan mekanisme pelaporan yang komprehensif 
dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah di 
lingkungan Badan Pangan Nasional; 

  b. bahwa Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 
Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan 
Nasional belum sesuai dengan kebutuhan hukum 
masyarakat, sehingga perlu diubah;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan 
Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2023 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di 
Lingkungan Badan Pangan Nasional; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 229); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan 

Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 162); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1080); 

  6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan 

Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387); 

  7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur 

Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan  

kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di 

Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425); 

  8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan 

Pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 529); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN 

NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN 

UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH            

DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL. 

   

Pasal I 
Ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di 



Lingkungan Badan Pangan Nasional, diubah sebagai         
berikut: 
 
1. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan satu 

ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 8 
(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 

Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan 
Pangan Nasional dilaksanakan oleh pimpinan 
unit kerja eselon I yang bertanggung jawab 
terhadap penyelenggaraan Bantuan 
Pemerintah. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 
berkala atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 
terhadap: 
a. kesesuaian antara penyelenggaraan 

Bantuan Pemerintah dengan pedoman 

umum dan petunjuk teknis yang telah 
ditetapkan serta ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

b. kesesuaian antara target capaian dengan 
realisasi. 

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara 
tertulis oleh pimpinan unit kerja eselon I yang 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
Bantuan Pemerintah kepada Kepala Badan. 

(4a) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling 
sedikit memuat: 
a. tahapan perencanaan; 
b. pelaksanaan penyaluran; 
c. pertanggung jawaban kegiatan; dan 
d. berita acara serah terima,  

 yang selanjutnya disampaikan secara 

elektronik melalui aplikasi yang ditetapkan.  
(5) Format laporan penyelenggaraan Bantuan 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Badan ini. 

(6) Laporan hasil penyelenggaraan Bantuan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) digunakan sebagai bahan pengambilan 
kebijakan penyelenggaraan Bantuan 
Pemerintah di bidang pangan selanjutnya. 

 
Pasal II 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 



 
  



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
 
  Ditetapkan di Jakarta 
  pada tanggal 
      
  KEPALA BADAN PANGAN NASUONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
  ARIEF PRASETYO ADI 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
 
DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 
 
DHAHANA PUTRA 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


